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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dalam hal ini, penulis tidak setuju dengan adanya Pidana Mati karena hal tersebut
melanggar Hak Untuk Hidup yang dijamin Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945. Terdapat hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun atau hak tersebut dapat
dikatakan sebagai Non-derogable rights yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak asasi ini tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun. Maka apabila merujuk pada Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya, hak ini termasuk dalam kategori non-
derogable rights yang harus selalu dihormati dan dilindungi. Hak untuk hidup tidak dapat
dikurangi atau dikesampingkan (non-derogable right) dalam keadaan apapun, termasuk
dalam keadaan darurat sekalipun. Melihat pada banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi
yang telah diuraikan sebelumnya menyatakan bahwa hak hidup yang diatur dalam Pasal
281 UUD 1945 perlu diperhatikan dan menjadi hal yang mutlak harus didahului.

Penulis berpendapat bahwa penerapan pidana mati di Indonesia masih menghadapi
tantangan signifikan dalam memastikan pemenuhan prinsip-prinsip fair trial. Meskipun
KUHP baru telah mengadopsi beberapa pembaruan yang lebih humanis, seperti masa
percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati, praktik-praktik dalam sistem peradilan
pidana Indonesia sering kali tidak memenuhi standar fair trial yang diakui secara
internasional. Memang terdapat beberapa upaya perbaikan, namun kesenjangan dalam
implementasi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan pidana mati di Indonesia masih
rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak atas
peradilan yang adil. Dengan diaturnya Hak Untuk Hidup dalam Pasal 28 I Ayat (1),
penerapan pidana mati secara langsung melanggar hak ini, karena merampas hak hidup
seseorang. Laporan ICJR menunjukkan bahwa banyak terdakwa pidana mati tidak
mendapatkan akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Hal tersebut jelas

bertentangan dengan prinsip-prinsip fair trial.
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B. Saran

1.

Sehubungan dengan Hak Untuk Hidup yang dijamin dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 perlu adanya regulasi dan mekanisme perlindungan hak asasi
manusia yang diatur lebih mendalam terlebih mengenai hak untuk hidup. Ini dapat
dilakukan dengan menyusun undang-undang yang lebih komprehensif yang memastikan
tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Perlu
adanya reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa setiap
terdakwa mendapatkan peradilan yang adil. Ini termasuk peninjauan kembali prosedur
peradilan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesenjangan yang dapat mengarah
pada ketidakadilan. Selain itu, perlu dipastikan setiap terdakwa yang menghadapi
hukuman mati memiliki akses ke bantuan hukum yang berkualitas. Program bantuan
hukum pro bono dan dukungan dari organisasi hak asasi manusia dapat sangat membantu
dalam memastikan hak-hak terdakwa dilindungi.

Saat ini masih banyak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Fair Trial. Penulis
menyarankan perlu adanya revisi terhadap prosedur hukum yang terkait dengan kasus
pidana mati untuk memastikan bahwa setiap tahap peradilan memenuhi standar
internasional fair trial termasuk dalam penyelidikan, penuntutan, pengadilan, hingga
eksekusi. Selain itu, perlu dibentuk atau diperkuat mekanisme pengawasan yang
independen untuk memantau penerapan prinsip fair trial dalam kasus pidana mati.
Mekanisme ini harus mampu memberikan evaluasi yang obyektif dan merekomendasikan
perbaikan jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip peradilan yang adil
dengan melibatkan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan organisasi
internasional dalam memonitor dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip fair trial
dalam kasus pidana mati. Serta diperlukan kajian hukum yang mendalam dan periodik
untuk mengevaluasi apakah penerapan pidana mati dalam KUHP baru telah sesuai dengan
prinsip-prinsip fair trial yang diakui secara internasional. Kajian ini dapat dilakukan oleh
akademisi, lembaga penelitian hukum, atau lembaga independen seperti Komnas HAM.
Hasil kajian ini harus menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan dan pembaruan hukum
untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan secara konsisten

dalam setiap tahap proses peradilan pidana.
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